WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR [ | TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka memperbaiki penilaian dan penyajian

piutang lainnya dan aset tetap agar sesuai dengan prinsip -
prinsip akuntansi maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun
2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang




10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079},

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat [I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara,
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomwor 73 Tahun 2015
tentang Penerapan Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
1} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacral Keois




Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembar Daerah Kota Semarang Nomor 83);

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ~ WALIKOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Kebijakan Akuntansi Nomor 11 — Akuntansi Piutang dan Kebijakan
Akuntansi Nomor 14 - Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 31), diubah dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Semarang ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota
Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal g v vty 0

WALTKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Py ey QAT
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